GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa untuk memenuhi melaksanakan ketentuun Pasal 6
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun
2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu m:netapkan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara' Republik
Indonesia  Nomor 3894) -sebagaimana telah diubah
uengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun
1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya
Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negar:. Republik
Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-
1/2003;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, “‘ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak
Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomeor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan
Jndang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
" Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambzhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
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10.

1L
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13.

14,

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200% tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan ' Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun.' 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan . Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Pepublik © Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir '
dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 T:hun 2015
tentang Perubahan Kedua Atsa Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daeran L[an Wakil -
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028); '

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggaota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggaota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembarin Negara
Republik Indonesia.Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, “ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
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17,

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemcrintah Nomor 55 ;réﬂ:tln'.'ZOl)S tentang
Dana Perimbangan (Lembaran ~Negara Republik

Indonesia  Tahun 2005 Nomor - 137, Tambahan‘
Lembaran Negara Republik Indonesia quor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaian Negara
Republik Indonesia Tahun - 2005 Nordor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576); :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 - Noraor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); s

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693); g

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20)0 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang
Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembar:n Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nonwor 123,
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Tambahan -Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

23, Peraturan Pcmerlnta.h ‘Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  Dan - Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah - Da_erah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24, Peraturan Menteri: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoinan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana. telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri- Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia;’l‘a.hun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun ;
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 | Tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja -
Daerah; ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007

Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Nomor 18);

29. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapetan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 No'nor 1);

30. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 50 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 50);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : - PERATURAN GUBERNUR  TENTANG PENJABARAN

- PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN ' BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018, KA

Pasal 1 350 S
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201‘8_scmu1a
berjumlah Rp. 7.946.480.035.572,00 (tujuh triliun sembilan ratus empat
puluh enam miliar empat ratus delapan puluh juta tiga puluh lima ribu lima
ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sejumlah Rp. 31.637.104.198,14
(Hga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat ribu
seratus sembilan puluh delapan rupiah empat belas sen) sehingga menjadi Rp.
7.978.117.139.770,14 (tujuh triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar

seratus tujuh belas juta seratus tiga puluh sembilan riby tujuh ratus tujuh
puluh rupiah empat belas cen) dengan rincian sebagai berikut:

1.  Pendapatan

a. semula Rp. 7.316.831.455.000,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. (77.151.693.947,50(-)

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 7.239.679.761.052,50
2. Belanja

a. semula Rp. 7.946.480.035.572,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. 31.637.104.198,14[+)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 7.978.117.139.770,14
Surplus/(defisit) setelah perubahan - Rp. (108.788.798. 145,64)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) semula Rp. 700.944.745.628,00
2) bertambah/(berkurang) Rp.  87.492.633.089,64(+)
Jumlah penerimaan setelah

perubahan Rp. 788.437.378.717,64

b.  Pengeluaran E

1) semula Rp- 71.296.165.056,00
2) bertambah/(berkurang) Rp. (21.296.165.056,00)(-]
Jumlah pengeluaran setelah

perubahan Rp. 50.000.000.000,00 (+)

Jumlah pembiayaan netto sefelah perubahan Rp.__738.437.378.717.64 (+)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan Rp.

0,00
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 Pasal 2
Penjabaran Perubahan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ‘1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
Peraturan Gubernur ini. vt

- Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya ‘dalam Berita Daerah Proviisi Papua
Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 Oktober 2018

GUBERNUR PAPUA B/\RAT,
CAP/TTD

DOMINGGUS MAND/ CAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, .

CAP/TTD
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 67.

Scanned by CamScanner




